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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2020  

TENTANG 

VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional 

dalam masa adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan 

perubahan kriteria Orang Asing yang dikecualikan dalam 

pelarangan sementara Orang Asing masuk wilayah 

negara Republik Indonesia; 

b. bahwa kebijakan keimigrasian sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a harus dilaksanakan dengan tetap 

berpedoman pada protokol kesehatan, dan merupakan 

satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan 

tidak terpisah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 

82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional; 

c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara 

Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan 

nasional, sehingga perlu diganti; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa 

Adaptasi Kebiasaan Baru; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);  

6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);  

7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas 

Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2016 Nomor 44); 

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, 

Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya 

Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin 

Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki 

Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1697) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, 

Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal 

Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap 

serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1091); 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135);  

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa 

Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa 

Kunjungan dan Visa tinggal terbatas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI 

KEBIASAAN BARU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa 

adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat 

yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia 

atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang 

Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia 

dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 

2. Visa Elektronik yang selanjutnya disebut eVisa adalah 

Visa yang diberikan secara elektronik oleh pejabat yang 

berwenang yang memuat persetujuan bagi Orang Asing 

untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan 

menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 

3. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara 

Indonesia. 

4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang 

Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri 

untuk berada di Wilayah Indonesia. 
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5. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung 

jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama 

berada di Wilayah Indonesia. 

6. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan 

oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin 

Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk 

kembali ke Wilayah Indonesia. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 

Pasal 2 

(1) Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang 

sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia melalui 

Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi 

protokol kesehatan. 

(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang 

melaksanakan penanganan terhadap COVID-19. 

(3) Visa dan/atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Visa dinas; 

b. Visa diplomatik; 

c. Visa kunjungan; 

d. Visa tinggal terbatas; 

e. Izin Tinggal dinas; 

f. Izin Tinggal diplomatik; 

g. Izin Tinggal terbatas; dan 

h. Izin Tinggal tetap. 

(4) Selain Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awak alat angkut 

yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan 

Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia-

Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) serta Pelintas 

Batas Tradisional juga dapat masuk wilayah Indonesia. 

(5) Penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar 

wilayah Indonesia wajib memastikan penumpang sudah 

memiliki hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) negatif 
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